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Blambangan Umpu, 13 Februari 2025

Nomor : 100.3.2/74/1.04-WK /2025
Sifat . Biasa

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Tanggapan atas Rancangan

Keputusan Bupati

Yth. Kepala Bagian Adminlstrasi
Pembangunan Kab. Way Kanan
di-

Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Setdakab. Way Kanan tanggal 15 Januari 2025 Perihal Penyampaian Draft SK Tim
Validdasi Laporan Realisasi Keuangan dan Pencapaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 16
Januari 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan
Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk
Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

Aris Suprivanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012
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L.

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI

TENTANG TIM VALIDASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2025

UMUM

a.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan d
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan
Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang
meliputi menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan
Kewenangan yang dimiliki dan menerbitkan atau tidak menerbitkan,
mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan
Keputusan dan/atau Tindakan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan e
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk
menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB
meliputi membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan
kewenangannya dan memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 9

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
Kewenangan, dan

b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib
mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan
perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar
dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan.

(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesual dengan
AUPB.
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d.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 58

(1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan
berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu
sendiri.

(3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh pada hari
Minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari
kerja berikutnya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika
kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu
tertentu dan tidak dapat diundurkan.

(5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam suatu Keputusan dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari
kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga
Masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 20

Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi realisasi

anggaran dan program Pemerintah di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota, TEPRA berkoordinasi dengan Gubernur dan

Bupati/Walikota, guna membentuk tim evaluasi dan pengawasan

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing

provinsi dan kabupaten/kota

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor

3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, bahwa Bagian Administrasi

Pembangunan mempunyai  tugas  melaksanakan = penyiapan

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasiaan

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

bahwa draft keputusan yang diajukan tidak dapat diteruskan, dengan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemrakarsa sebelumnya telah mengajukan SK tentang Tim Evaluasi
dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan
Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud
pada hurufe.
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2. Secara tugas antara draft SK tentang Tim Validasi Laporan Realisasi
Keuangan Dan Pencapaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan draf SK tentang Tim
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada
angka 1 sama, sehingga dikhawatirkan adanya disharmonisasi
dalam pelaksanaan tugas tim.

Kepala Bagian Hukum,

Aris Suprivanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012
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